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1. Deskripsi
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang proses

pendampingan dalam penanganan Sengketa Informasi Publik, yang dimulai
sejak Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Atasan PPID Pelaksana
menerima panggilan Sidang Sengketa Informasi Publik dari Komisi
Informasi sampai dengan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna
Jasa selaku PPID Tingkat I menandatangani Laporan Hasil Sidang Sengketa
Informasi Publik kepada Direktur Jenderal.

. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik,
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian
Keuangan selaku badan publik dengan Pemohon dan/atau orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkaitan dengan
hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik Sengketa Informasi
Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Keuangan selaku
badan publik dengan Pemohon dan/ atau orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID
Kementerian Keuangan) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi Publik di Kementerian Keuangan.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian
Keuangan (PPID Pelaksana) adalah PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID
Tingkat III.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (Atasan
PPID Pelaksana) adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

. PPID Tingkat I di lingkungan DJBC (PPID Tingkat I DJBC) adalah Direktur
Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

. PPID Tingkat II di lingkungan DJBC (PPID Tingkat II DJBC) adalah Kepala
Kantor Wilayah DJBC, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus dan Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

PPID Tingkat III di lingkungan DJBC (PPID Tingkat III DJBC) adalah Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Pangkalan




Sarana Operasi Bea dan Cukai dan Kepala Balai Laboratorium Bea dan
Cukai.

Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan
Pengelolaan Layanan Informasi, Subdirektorat Bimbingan Pengguna Jasa
dan Manajemen Layanan Informasi pada Direktorat Komunikasi dan
Bimbingan Pengguna Jasa (Direktorat KBPJ).

2. Dasar Hukum

a.

b.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang
Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

3. Persyaratan dan Perlengkapan

a.
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Panggilan Sidang dari Komisi Informasi.

. Dokumen yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

Informasi dan/atau salinan dokumen.

Berita Acara Uji Konsekuensi.

Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi
Kementerian Keuangan.

Aplikasi e-PPID.

Aplikasi Sistem Informasi PPID.

. Aplikasi Mobile PPID.

Email (ppid@customs.go.id).

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah paling lama 100 (seratus) hari
kerja, yang dimulai sejak panggilan sidang sengketa informasi publik diterima
oleh Direktur Jenderal selaku Atasan PPID Pelaksana sampai dengan Direktur
Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa selaku PPID Tingkat I DJBC
menandatangani Laporan Hasil Sidang Sengketa Informasi Publik.

5. Prosedur Kerja

Norma
. Satuan Waktu (*)
Langkah K Peral
angkah Kerja Produk eralatan (dalam
menit)
a. Direktur KBPJ menerima disposisi
panggilan Sidang Sengketa Informasi Publik . Semi
Frek
dari Drektur Jenderal, meneliti dan rexuenst Otomatis S
mendisposisi kepada Kasubdit BPJMLI.
b. Kasubdit BPJMLI menerima, meneliti, dan . Semi
. . . Frekuensi ) 3
mendisposisi kepada Kasi BPJPLI. Otomatis




c. Kasi

BPJPLI
mendisposisi/meneruskan
Pelaksana/PBC

meneliti dan
kepada
Pertama/Mabhir/

menerima,

Ahli

Terampil.

Frekuensi

Semi
Otomatis

d. Pelaksana/PBC

Ahli Pertama/Mabhir/

Terampil menerima dan meneliti, kemudian:

Frekuensi

Semi
Otomatis

1) mengumpulkan seluruh dokumen yang
berkaitan dengan Sengketa Informasi
Publik;

Frekuensi

Semi
Otomatis

2) menyiapkan konsep telaahan hukum
mengenai Sengketa Informasi Publik dan
Naskah Dinas Penyampaian Telaahan

Hukum,

dengan tahapan sebagai

berikut:

memeriksa kompetensi absolut dan
relatif Komisi Informasi dalam
menyelesaikan sengketa informasi
publik;

memeriksa alasan pengajuan
penyelesaian sengketa informasi
publik;

memeriksa ketepatan waktu
diajukannya penyelesaian sengketa
informasi publik oleh Pemohon;
memeriksa ketepatan waktu
penyampaian Surat Panggilan oleh
Komisi Informasi kepada Atasan
PPID Tingkat I DJBC; dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan
Sengketa Informasi Publik,

kemudian menyampaikan kepada Kasi
BPJPLI.

Berkas

Semi
Otomatis

a)

Kasi BPJPLI meneliti, menyetujui,
dan menyampaikan konsep telaahan
hukum mengenai Sengketa
Informasi Publik dan Naskah Dinas
Penyampaian Telaahan Hukum
kepada Kasubdit BPJMLI.

Berkas

Semi
Otomatis

b)

Kasubdit BPJMLI meneliti,
menyetujui, dan menyampaikan
konsep telaahan hukum mengenai
Sengketa Publik dan
Naskah Penyampaian
Telaahan Hukum kepada Direktur
KBPJ.

Informasi
Dinas

Berkas

Semi
Otomatis

Direktur KBPJ  meneliti dan
menandatangani telaahan hukum
mengenai Sengketa Informasi Publik
dan Naskah Dinas Penyampaian
Telaahan Hukum kepada Direktur
KBP.

Berkas

Semi
Otomatis

3) menyiapkan

konsep Naskah Dinas

Permintaan Data Pegawai yang Akan

Ditunjuk Sebagai Penerima

Kuasa,

kemudian:

Dokumen

Semi
Otomatis

30




a) Kasi BPJPLI meneliti, menyetujui,
dan menyampaikan konsep Naskah
Dinas Permintaan Data Pegawai
yang Akan Ditunjuk  Sebagai
Penerima Kuasa kepada Kasubdit
BPJMLI.

Dokumen

Semi
Otomatis

b) Kasubdit BPJMLI meneliti,
menyetujui, dan menyampaikan
konsep Naskah Dinas Permintaan
Data Pegawai yang Akan Ditunjuk
Sebagai Penerima Kuasa kepada
Direktur KBPJ.

Dokumen

Semi
Otomatis

c) Direktur KBPJ  meneliti dan
menandatangani konsep Naskah
Dinas Permintaan Data Pegawai
yang Akan Ditunjuk  Sebagai
Penerima Kuasa kepada Direktur
KBP, Pimpinan Unit Eselon II pemilik
informasi yang dimohonkan,
dan/atau Pimpinan Unit Eselon II
dari pegawai yang dianggap perlu
ditunjuk sebagai Penerima Kuasa.

Dokumen

Semi
Otomatis

4)

Dalam hal terbatasnya jangka waktu
antara diterimanya panggilan sidang
dengan jadwal sidang sengketa informasi
publik, melakukan koordinasi dengan
Panitera  Komisi  Informasi guna
perubahan jadwal sidang sengketa
informasi publik.

Frekuensi

Semi
Otomatis

. Dalam hal

Pimpinan Unit Eselon II

menyampaikan data pegawai yang ditunjuk
sebagai Penerima Kuasa,

1)

Direktur KBPJ menerima, meneliti, dan
mendisposisi kepada Kasubdit BPJMLI.

Frekuensi

Semi
Otomatis

2)

Kasubdit BPJMLI menerima, meneliti,
dan mendisposisi kepada Kasi BPJPLI.

Frekuensi

Semi
Otomatis

3)

Kasi BPJPLI menerima, meneliti, dan
mendisposisi/meneruskan kepada
Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mabhir/
Terampil.

Frekuensi

Semi
Otomatis

. Pelaksana/PBC

Ahli Pertama/Mabhir/

Terampil:

1)

mengumpulkan seluruh data pegawai
yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa.

Frekuensi

Semi
Otomatis

2)

menyiapkan konsep Naskah Dinas
Penyampaian Data Pegawai yang
Ditunjuk Sebagai Penerima Kuasa,
kemudian

Dokumen

Semi
Otomatis

30

a) Kasi BPJPLI meneliti, menyetujui,
dan menyampaikan konsep Naskah
Dinas Penyampaian Data Pegawai
yang Ditunjuk Sebagai Penerima
Kuasa kepada Kasubdit BPJMLI.

Dokumen

Semi
Otomatis

b) Kasubdit BPJMLI meneliti,
menyetujui, dan menyampaikan

Dokumen

Semi
Otomatis




konsep Naskah Dinas Penyampaian
Data Pegawai yang Ditunjuk Sebagai
Penerima Kuasa kepada Direktur
KBPJ.

c) Direktur KBPJ  meneliti dan
menandatangani konsep Naskah
Dinas Penyampaian Data Pegawai
yang Ditunjuk Sebagai Penerima
Kuasa kepada Direktur KBP.

Dokumen

Semi
Otomatis

3) menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk
menghadiri Sidang Sengketa Informasi
Publik,

Dokumen

Semi
Otomatis

30

a) Kasi BPJPLI meneliti, menyetujui,
dan menyampaikan konsep Surat
Kuasa untuk menghadiri Sidang
Sengketa Informasi Publik kepada
Kasubdit BPJMLI.

Dokumen

Semi
Otomatis

b) Kasubdit BPJMLI
menyetujui, dan menyampaikan
konsep Surat Kuasa untuk
menghadiri Sidang Sengketa
Informasi Publik kepada Direktur
KBPJ.

meneliti,

Dokumen

Semi
Otomatis

c) Direktur KBPJ  meneliti dan
menandatangani untuk dan atas
nama Direktur Jenderal publik
selaku PPID Tingkat I DJBC Surat
Kuasa wuntuk menghadiri Sidang
Sengketa Informasi Publik kepada

Penerima Kuasa.

Dokumen

Semi
Otomatis

4) melakukan koordinasi dengan Direktorat
KBP.

Frekuensi

Semi
Otomatis

g. Dalam hal dilakukan Sidang Sengketa
Informasi Publik:

1) Berdasarkan Surat Kuasa untuk
menghadiri Sidang Sengketa Informasi
Publik, Penerima Kuasa menghadiri
Sidang Sengketa Informasi Publik dan
Sidang Lanjutan Sengketa Informasi
Publik di Komisi Informasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Komisi

Informasi.

Frekuensi

Semi
Otomatis

2) Kasi BPJPLI dan/atau Pelaksana/PBC
Ahli Pertama/Mahir/Terampil
melakukan pendampingan dalam Sidang
Sengketa Informasi Publik dan Sidang
Lanjutan Sengketa Informasi Publik.

Frekuensi

Semi
Otomatis

3) Pelaksana/PBC Ahli
Mahir /Terampil:

Pertama/

a) melakukan koordinasi dengan
Penerima Kuasa dalam penyusunan
dan penyampaian jawaban tertulis
Termohon, tanggapan tertulis

Frekuensi

Semi
Otomatis




Termohon, kesimpulan Termohon,
dan hal-hal terkait lainnya, yang
dilaksanakan melalui Direktorat
KBP.

b) menyiapkan konsep Laporan Hasil Semi
Sidang Sengketa Informasi Publik, Dokumen Otomatis 30
(1) Kasi BPJPLI meneliti,
menyetujui, dan menyampaikan Semi
konsep Laporan Hasil Sidang | Dokumen Otomatis S
Sengketa Informasi Publik
kepada Kasubdit BPJMLI.
(2) Kasubdit BPJMLI meneliti,
menyetujui, dan menyampaikan Semi
konsep Laporan Hasil Sidang | Dokumen Otomatis 3
Sengketa Informasi Publik
kepada Direktur KBPJ.
(3) Direktur KBPJ meneliti dan
@enandatanganl Laporan Hasq Dokumen Seml. 5
Sidang Sengketa Informasi Otomatis

Publik kepada Direktur Jenderal.

(*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.




6. Bagan Alir (Flowchart)
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n
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A
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informasi publik.
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Termohon, tanggapan tertulis

Termohon, kesimpulan I R/A R R
Termohon, dan lain-lain
Penerbitan Laporan Sidang I R/A R R R

Sengketa Informasi Publik

Dokumen ini telah ditetapkan oleh Sekretaris DJIBC melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan. Naskah SOP yang asli dapat
diakses melalui https://ea.kemenkeu.go.id.
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